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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 03 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING  

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawas Koperasi, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata 

Cara Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional 

Pengawas Koperasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 106); 

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1555); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/ 

INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 

KOPERASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya 

disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui 

www.peraturan.go.id



2019, No.648 
-3- 

penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, 

pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan 

usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada 

lingkungan instansi pusat dan instansi daerah. 

3. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya 

disebut Pengawas Koperasi adalah PNS yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan pekerjaan JFPK. 

4. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi 

dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan 

mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau 

keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi 

untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran 

atas peraturan perundang-undangan.  

6. Instansi Pembina yang selanjutnya disebut Instansi 

Pembina adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Republik Indonesia. 

7. Pimpinan Instansi Pembina adalah Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

8. Angka Kredit Dalam Penyesuaian/Inpassing adalah 

satuan nilai kumulatif yang diperoleh dari hasil seleksi 

yang ditetapkan oleh tim seleksi administratif 

penyesuaian/inpassing dalam JFPK. 

9. Instansi Pengusul adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING 

 

Pasal 2 

Penyesuaian/inpassing dalam JFPK ditujukan bagi:  

a. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas 

yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang 

diduduki dan jabatan fungsional yang akan didudukinya; 

b. PNS yang masih menjalankan tugas di bidang jabatan 

fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan 

Pejabat Yang Berwenang; dan 

c. PNS yang melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi 

dan/atau tergabung dalam satuan tugas pengawas 

koperasi.  

 

Pasal 3 

(1) Penyesuaian/inpassing dalam JFPK, harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:  

a. berstatus PNS;  

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;  

c. sehat jasmani dan rohani;  

d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 

(Diploma-Empat);  

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang perkoperasian paling singkat 2 (dua) tahun; 

dan  

f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir.  

(2) Penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS 

yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki 

pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di 

bidang Pengawasan Koperasi berdasarkan keputusan 

Pejabat Yang Berwenang. 

(3) Penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan 
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yang akan diduduki.  

(4) Penyesuaian/inpassing dalam JFPK dilaksanakan 

melalui seleksi administrasi dan seleksi portofolio.  

 

BAB III 

PENGUSULAN PENYESUAIAN/INPASSING 

 

Pasal 4 

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat mengajukan 

permohonan penyesuaian/inpassing  dalam JFPK. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilengkapi dengan: 

a. foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisasi; 

b. foto kopi transkrip nilai yang dilegalisasi; 

c. foto kopi surat keputusan pangkat terakhir yang 

dilegalisasi; 

d. foto kopi kartu PNS yang dilegalisasi; 

e. foto kopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 

f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;  

g. formulir daftar riwayat hidup tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

h. instrumen portofolio tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; dan 

i. foto kopi surat keputusan pembentukan satuan 

petugas pengawas koperasi, apabila pernah 

dan/atau masih tergabung dalam tim satgas 

pengawas koperasi yang dilegalisasi.  

(3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dipindai dan disimpan dalam bentuk elektronik dan 

memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aslinya.  
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